KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi

Kementerian Agama, perlu dibentuk Tim Reformasi
Birokrasi;

.bahwa mereka yang namanya tercantum dalam

lampiran keputusan ini dinilai mampu melaksanakan
tugas sebagai Tim Reformasi Birokrasi;

. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama;

.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5944);

-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33);

.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;

.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015 - 2019;

.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

-Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009
tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama,;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2010
tentang Program Percepatan melalui Penyelenggaraan

Layanan Unggulan di Lingkungan Kementerian
Agama;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN AGAMA.

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Agama
yang selanjutnya disebut Tim Reformasi Birokrasi yang
terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok
Kerja dengan susunan personalia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim Pengarah Reformasi Birokrasi bertugas:

1. memberikan arahan dalam penyusunan dan
penyempurnaan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

2. mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian Agama Tahun 2015-2019;

3. melakukan monitoring dan mengevaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala,
konsisten, terarah, dan berkelanjutan.

Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi bertugas:

1. merancang rencana tindak lanjut pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada delapan area perubahan;

2. melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan
rencana yang tertuang dalam Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019;






